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ABSTRAK

Dralam undang-undang Mo 23 tahun 1992 jstilah badan pemeriksa dalam
Undang-undang No 12 tahun 1967 diganti dengan istilah badan pengawas.
Perubahan istilah ini dimaksudkon apar fungsi badan pengawas tersebut yang
diantara lain adalah menpawasi pelaksanaan kebijaksaan dan penpelolaan
koperasi serla melaporkan secara tertulis dapat febih jelas dan konkrit.

Ada beberapa masalah yang akan diteliti sehubungan dengan hal diatas
vaitu; bagaimanakah pelaksanaan fungsi pengawasan vang dilakukan oleh badan
pengawas pada koperasi I PLN (PERSERCY) Cabang Padang, bagaimanakah
peran serta badan pengawas dalam memajukan koperasi serta hambatan-hambatan
apa vang dihadaps oleh badan pemgawas dalum melaksanakan tugasnyva.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalabh metsde penelitian
hukumn sosiologis yang menitik beratkan pada porakick vang terjadi dilapangan.
Sedangkan dalam pengumpnian data, penulis mengeunekan datn primer dan
sekunder. Semusnya dianalisis secara kulitaeif vaite dengan mengelompokkan
data menumi aspek-aspek vang  diteliti dan mengambil  kesimpulan  vang
berbubungan dengon penelitian.,

Berdasarkan hasil penciitian vang dilakokan dapat diketahuoi bahwa fungsi
pengawasan vang dilakukan bertujusn ontuk mencegah terfadinya penyelewengan
dan penvalahpunoan wewenang olch pengurus, badan pengawas memegang
peranan penting dalam kelangsungan hidup koperasi karvawan listrik negara seria
menenfukan  Retertiban dan kesehaton  jalannyas  wsaha  koperasi.  Sebelum
menggunakan sistem  komputerisasi, badan pengawas sering terlambat dalam hal
pembuatan laporan Keuangan dikarenakan pengerjaannyva masih dilakukzn dengan
cara manual schingea badan pengawas terlambat dalam melakukan pemeriksaan
yang hasilnva  harus dilaporkan dalam Rapat Angpota Tahunan, Hal ini
menyebabkan keterlambatan dalam pelaksanaan Bapal Angeota Tahunan (RAT).



BABI

PENDAHULUAN

A, LATAR BELAKANG

Unieng — Undang Dasar 1945, khususaya Pasal 33 ayat (1), menyatakan
bahwa: perekonomizn Indonesia disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas
keckeluargaan, Selanjutnya, penjelasan Pasal 33 antara lain menyatakan bahwa
kemakmuran masyarakatlah vang diutamakan, bukan kemakmuran orang seorang
dan bangunan perusahaan yang sesusi dempan  itw ialah koperasi. Menurut Tap
MPR NolUMPRAY9S tentang GBHN, pembangunan koperasi diselenggarkan
melalui peningkatan kemampuan organisasi, manajemen. kewiraswastazan dan
permodaton dengan didubung oleh peningkaian jiwa dan semangal herkoperast
rmenuju pernaniapan perannyva sehagai sekogury perekonomian nasional,

Denpan memperhatiban kedudukan koperasi sebapai tersebut diatas, maka
peran koperasi sangatlah penting dalam menumbuhkan dan mengembangkan
potensi ekonomi rakyat, sertaz dalam mewujudkan kebhidupan demekrasi ckonomi
vang mempunyai ciri — cirl demokratis, kebersamann, kekeluargaan  dan
keterbukaan. Dalam kehidupan ekonomi seperti i, koperasi schamsnva memiliki
mang gerak dan kesempatan usaha vang luas, yang menyangkut kepentingan
kehidupan ekonromi rakyat.

Sebagail suatu aspek penling yang menyangkut kehidupan ekonomi mukyat
banyak maka koperasi seharusnya mempunyai dasar yuridis yang kual sebagai

tumpuan  den pedoman dalam segala sesuatu yang menyangkuet kehidupan



koperasi tersebul. Untuk flu pemerinih senantiasa berusaha menvempemakan
Undang-undang  koperwsi dan sebapai hasilnya divndangkan  Undang-undang
nomor 15 tahun 1992 tentang perkoperasian, schagai pengeanti Undang-undang
[ama (Undang-undang nomor §2 tahun 1967 ) dan dihampkan agar Undang
tersebut sesuai dengan dinamika perkembangan perckonomian Bang=a Indoncsia,
Sebelum tahun 1967 juga telah ada Undang-undang nomor 14 tahun [965 tentang
perkoperasian, bila diperhatikan Undang nomer 14 tabun 1963 ini, dimana dalam
Undang-updang ini menctapkan fungsi dan peran koperasi sebagai abdi langsung
dan palitik, sehingea mengabaikan koperast sebagai wadah perjuangan ekonomi
rakyal sera menyelewengkan landasan-landasan dasar dan sendi-sendi koperas
dar kemumiannya.

Schubungan hal tersehst dinlas maka tahun (%67 diadakan Undang-
prdang weniang pokok-pokek kopemsi vang menyatakan bahwa koperasi adalah
organisasi ckonomi rakyat vang berwatak sosial, Beranggotakan orang-orang aiau
badan-badan hukum keperasi yang merupakan tata susunan ¢konomi sebapgai
wsaha bersama berdnsarkan atas aras kekeluarzaan.

Oeh karcna itu pembangunan koperasi perlu diarahkan, schingea koperasi
semakin berperan dalam perckonomian nasional dan pengembangannyapun perlu
diarahikan agar kopcrasi benar — benar menerapkan prinsip Koperasi dan kaidah
wsaha kopersi. Namun demikian, perkembangan koperasi Gdaklah terlepoas dar
organ vang menjalupkannya. vaitu pengorus, khususnya badan pengawas, vang
melakukan pemantavan arh segala kegialan vang dilakukan, apar tercapainyas

tujuan vang diharapkan,

(B
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FPENUTLP

A. Kesimpulan

L

Badon Pengawas merupakan alat komtrol bagi penpurus dalam melaksanakan
seliap kebijakan dan jupa untuk mencegah terjadinya  penyimpangan-
penyimpangan yang dilakukan oleh pengures, Sclain it Badan Pengawas juga
diharspkan dapal menjudi contoh vang memberikan bimbingan dan saran
kepada angpoda badan pengunis entuk kemajuan organisasi koperasi,

Bahwa badan pengawas memcgang perasan penting dalam kelangsungan
hidup dan maju mundumya koperasi serta menentukan keferfiban  dan
keschatan jalammva wsaha kopersi baik terhadap pengunes maupun terhadap
angeota koperasi KOP KARYALIN Padang, Jadi peranan penpawas disini
adalalh  menjalankan  fungsi  pengowasan  terhadap pelabsansan dan

kebijaksanaan penpelolaan Koperasi secara kesclunihan,

. sebelum  mengpunckan  sistem komputerisasi  badan  pengawas  dalam

melaksanakan togasnya serimg mengalami keterlambatan dalam melakukan
pembuatan  laporan  kewangan, hal ini dikasenakan dalam pengerjaan
pembuatan laporan keuanpzn masih dilakukan dengan cara sistem manual,
schingga badan pengawas terlambat dalam melakukon pemenksaan dan hasil
dari pemeriksaan tersebut harus dilaporkan dalam Rapat Angeota Tahunan.
Schingea hal ini menyebabkan keterlambatan dalam pelaksanaan Rapat

Anppota Tahunan (RATY).
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